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JAKARTA, KOMPAS — Upaya De-
wan Perwakilan R:k) at ber-
sama  pemerintah  me
Undang-Unda mgtynrmg Tl
Mahk: vm.lh
MK menuai
ombang
a dari berbagal elemen
masyarakat untuk memprotes
keputusan itu digelar di sejum
lah daerah. Massa mendesak
pembentuk  undang-undang
agar patuh terhadap putusan
Tahkamah  Konstitusi yang
bersifat final dan mengikat,
Unjuk rasa salah satunya di-
gelar di  depan  Gedung
DPR/MPR/DPD. Jakarta, Ka-
mis (22/8/2024). Massa dengan
Dberagam latar belakang, mulai
dari mahasiswa, buruh, hingga
publik figur, berdemonstrasi
memprotes kepulusan  Badan
Legislasi (Bales) DPR untuk
merevisi Undang-Undang No
mor 10 Tahun 2016 tentang
Pemilihan  Gubernur, Bupati,
dan Wali Kola (Pilkada).
Setelah gelombang unjuk ra-
umlah daerah, pada
malam, pimpinan DI'R
memastikan r UU Pilkada
batal disetuju uk disahkan
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>> BACA JUGA:

Mengingkari
Putusan MK Berarti
Melanggar Konslitusi
Dalam praktiknya, wajah
kekuasaan lebih dominan
dibandingkan dengan
wataknya yang membangun
peradaban, KOMPAS.ID

komp.as/melanggarkonstitusi

AACA

menjadi UU. Rapal Paripurna
DPR pada Kamis pagi batal di-
"ul.u karena anggota vang hadir
idak memenuhi kuorum.
Wakil Ketua DPR Sufmi Das
w Ahmad menyampaikan, de-

merujuk pada putusan MK,
"Karena  pada  Sel 27
Agustus 2024, kami sama-sama
tahu sudah pada tahapan pen-
daftaran pilkada. Karena itu,

(Bersambung ke him 15 kol 4-7)

Penuhi kehendak Rakyal

(Sambungan dari halsman 1)

kami tegaskan sekali lagi, kami
patub; taat, dan tunduk pada
aturan berlaku. Karena RUU
Pilkada belum disahkan-men-
Jadi UL yang berlaku adalah
hasil  keputusan  Mahkamah
Konstitusi fudicial review (uji
materi) yang diajukan oleh Par-
tai Buruh' dam. Gelora.” ujar

jutnya, menurut Dasco,
Pemilihan. Umum
berkonsaltasi de-
ngan Komisi T DPR._untuk
membahas  Peraluran . KPU
(PKPU) pascaputusan MK pada
Senin (26/8). Syarat pencalonan
ke pal ing akan diatur
di dalam P merujuk pada
san ME

Secara ferpisah, Ketua KU
Mochammad Afifuddin menga-
takan, KPU akan menindakdan-
Juti putusan. MK, KPU akan
mengkaji salinan putusan MK
tersebut secara lebih detail dan

calon kepala daersh yang kon-
stitusional pascaputusan MK

KPU akan ber
surat ke Komisi 11 DPR untuk
meminta jadwal konsultasi d:

lam rangka merevisi PKPU No-
mar 8 Tahun 2024 tentang Pen-
ealonan Gubernur, Bupati, dan
ali K ara simultan,
KPU juga menyosialisa-
sikan putusan MK kepada par-

artai politik. Sebab, pen-
daftaran hakal calon kepala da

erah dan wakil kepala daerah
akan dibuka pada 2729 Agus-
Lus,

Bertahan

Sebelum ada kabar bahwa
RUU Pilkada urung disetujui
untuk disahkan menjadi UL,

Selanju

jumlah dacrah

sejumlah penganjuk rasa mes
manjat pagar sisi kiri Kompleks
DPR pada pukul 14.15. Mereka

rsitas Tndraprasta PGRI,
Jakarta yang berunjuk di
dépan Kompleks ~ Parlemen
aksi Kali ini me-

goyang pagar. Sa-
lah_satu pilar pagar-itu copot
sehinggn - menciptakan - celah
¥ memungkinkan pengan-
julerasa untuk masuk

Akan letapi, massa masih
berada di luar pagar kompleks.
Sementara polisi bergerak maju
membentuk - barisan - dengan
memasang tameng di hadapan
massa. Ada lemparan batu dan
botal emasan dari arah
pengunjuk riss

Tidak hanya di depan Kom-
pleks Parlemen, unjuk rasa juga
digelar di depan Gedung MK,

NLEngEoy

ktivis [)H berorasi di

si, dan
depan Gedung MK Para peng-

unjuk rasa, di antaranya Guru
Besar Unive Inden
Sulistyowati Irianto. Tkrar Nusa
Bhakti, Dircktur Eksekutil Am-
nesty International Indonesia
Tamid, ahli politik Yu-
dan tokoh pers
Goenawan Mohamad, masuk ke
Gedung MK untuk men
paikan dukungan kepada para
hakim konstitusi

7

karta, Kami:
an Kali ini di
Hatt: mnhmw.nw,n
proklamator RI,

Aksi memprotes revisi U1
Pilkadda yang tak sesuai dengs
putusan ME juga digelar di se-
di antaranya
Lk-uldmn:, Yogyakarta, Malang,
Semarang, Lampung,
Samarinda, dan Makassar.

Kemarahan rakyat

rup.«kﬂu bentuk  kemarahan
akyal terhadap praktik kel

aan yang lidak konsti
"Wajar kakw rakyat marah
dan muak dengan  penguasa
yang. semena-mena Jika pe-
merintah dan DPR- melawan
Keputusan MK, rakyal yang
berhalik melwan mere-
wn

; + Joko Amwar yang
herunjuk 1 di depan Kom-
pleks Parlemen juga menyam-
paikan, demonsirasi bertujuan
untuk mengingatkan pa

nguasa bahwa raky:
"Aksiini sebay rings
bahwa jika tetap berbual se-
maunya, fermasuk bertindak
vulgar untuk melanggengkan
kekuasaan, rakyat akan bertin-
dak,” katanya.

Darurat konstitusi

Presiden ke-b RI Megawati
Sockarnoputri j mg. ungmgal—
kan bahwa 1 pultus-

nuver RUTT Pilkada tersebut,
Letapi harus sesuai dengan rule
of the game. "Jadi, sudah ada
aturannya  sesuai konstitusi,
Kehidupan bangsa bisa hancur
Jika tidak kokoh pada konstitusi
dan sekali lagi, konstitusi kita
yang buat pendiri  bangsa
Jadi, (konstitusD) itu juga se-
betulnya  merupakan  sebuah

yang betul-betul berhar-

hukum dan L!emn)\r
nya,
Mega
pihak-pih:
Inerekayasi

ujar-

i meminta kepada
yand_berpikiran

e pl]kmh tolonglah, to-
longlah, tolonglah, lakukan net-
3 3 pemenang, terima sa-
i itu hak rakyat In-
ujarnya.
tokoh hang
gabung dalam G
ngsa (c'.,\m) juga meminta

an MK dengan bentuk
pelanggaran terhadap konstitu

si. Pasaliya, di b 24C Ayat
(1) Undang-Undang Thasar 1945
sudah jelas dan tegas bahwa
putusan MK bersifat final dan
mengikat,
Uu\pulu\ul MK terkait pil-
da, menurut Megawati, mu-
lanya mwlmd\ angin r lw;,l
demokrasi. Ta termasuk yang
mengapresiasi putusan para ha
kim MK Namun. uy DPR
dan pemerintah mere
Pilkada mengubalt hal itu.
"Ini  darurat  konstitusi”
ucapnyi.

Menurut dia, boleh saja se-
seorang punya kepentingan ter-

ka

Wahyudin (20), |

hadap kek melalui ma-

agar | ggara
mendem,arkm aspirasi ra
yang merupakan pemilik ko
daulatan tertinggi di negeri ink
"Hak rz it

nm, i

dan mengawasi penyelenggara
ara harus dilindung dan di-
penuhi,” kata para tokeh dalam

mya ter-

(NR y.m” di anta
diri dari § Ni Abdur-
rahman Wahid (Ketua), Mgr
Kardinal Suharyo, Muhammad
Quraish dan Franz
Ma Suseno, pun meminta
DPR dan Presiden untuk meng-
hentikan pembahasan RUU Pil
kada dan mengikuti putusan
MEK.

(TIM KOMPAS)
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